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BAB V 

PENUTUP 

A.   Kesimpulan 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu menjalankan peran 

sentral sebagai lembaga eksekutif dalam menyelesaikan konflik kepemilikan 

tanah melalui jalur non-litigasi. Mekanisme penanganan sengketa 

dilaksanakan secara terstruktur dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. 

Proses penyelesaian ini mengandalkan komunikasi internal yang intensif antar 

seksi teknis, khususnya dalam pemeriksaan data fisik dan yuridis tanah, 

meskipun proses verifikasi masih menghadapi kendala pada tata kelola 

kearsipan warkah. BPN Kota Bengkulu menunjukkan responsivitas dan sikap 

netral sebagai fasilitator dan mediator tanpa membeda-bedakan para pihak 

yang bersengketa. Di samping itu, sinergi lintas instansi terjalin erat bersama 

Pemerintah Daerah Kota Bengkulu melalui Bagian Hukum Setda serta 

perangkat wilayah seperti Camat, Lurah, RW, dan RT, terutama dalam 

pengamanan dan penanganan aset tanah milik pemerintah. 

Perspektif Siyasah Tanfidziyah menegaskan bahwa seluruh fungsi 

eksekutif yang dijalankan oleh BPN Kota Bengkulu telah mencerminkan 

nilai-nilai tata kelola pemerintahan Islam. Prinsip amanah diwujudkan melalui 

ketelitian dan kehati-hatian verifikasi berkas yuridis guna mencegah 

terjadinya sengketa. Prinsip 'adalah (keadilan) diterapkan lewat pemberian 
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pelayanan yang objektif dan setara bagi setiap lapisan masyarakat. Pendekatan 

mediasi dan musyawarah yang diprioritaskan BPN sejajar dengan konsep 

Wilayat al-Muzhalim, yaitu lembaga penegak keadilan eksekutif yang 

bertugas memulihkan hak-hak masyarakat secara damai (ishlah). Seluruh 

tindakan penanganan dan pencegahan konflik pertanahan ini berorientasi pada 

pencapaian maslahah 'ammah (kemaslahatan umum) guna menghadirkan 

kepastian hukum, ketertiban, serta keharmonisan sosial di tengah masyarakat. 

    B.  Saran 

1. Kantor Pertanahan BPN Kota Bengkulu diharapkan dapat terus 

meningkatkan sistem kearsipan warkah pertanahan, salah satunya melalui 

modernisasi dan digitalisasi arsip. Hal ini penting agar proses pencarian 

dan penelusuran riwayat tanah ketika terjadi sengketa dapat dilakukan 

dengan lebih cepat dan efektif. Selain itu, BPN juga perlu meningkatkan 

sosialisasi kepada masyarakat secara berkala mengenai pentingnya 

mendaftarkan tanah secara resmi serta memberikan pemahaman mengenai 

risiko yang dapat timbul apabila kepemilikan tanah hanya didasarkan pada 

dokumen non-formal, seperti Surat Keterangan Tanah (SKT). 

2.  Pemerintah Daerah Kota Bengkulu bersama perangkat wilayah, mulai dari 

Camat, Lurah, hingga RT dan RW, diharapkan dapat meningkatkan 

ketelitian dalam proses administrasi dan penerbitan surat keterangan yang 

berkaitan dengan riwayat tanah. Di samping itu, inventarisasi serta 
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percepatan proses sertifikasi terhadap aset tanah milik Pemerintah Daerah 

perlu terus dilakukan. Langkah tersebut penting untuk memberikan 

kepastian hukum terhadap aset daerah sekaligus mencegah munculnya 

klaim atau permasalahan kepemilikan dari pihak lain di kemudian hari. 

3. Masyarakat Kota Bengkulu diharapkan dapat lebih berhati-hati dan 

proaktif dalam memastikan status hukum serta kondisi fisik tanah sebelum 

melakukan transaksi jual beli. Pengecekan data pertanahan kepada BPN 

perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tanah yang akan diperjualbelikan 

tidak sedang dalam sengketa atau memiliki masalah kepemilikan. Apabila 

terjadi perselisihan mengenai batas maupun kepemilikan tanah, masyarakat 

sebaiknya terlebih dahulu mengutamakan penyelesaian melalui 

musyawarah dan mediasi agar permasalahan dapat diselesaikan secara 

damai dan tidak semakin berkembang menjadi konflik yang lebih besar. 

4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan 

mengkaji sengketa pertanahan yang diselesaikan melalui jalur litigasi atau 

pengadilan. Penelitian juga dapat diarahkan pada kajian mengenai 

efektivitas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam 

mencegah dan mengurangi potensi konflik agraria, khususnya di wilayah 

pinggiran kota. Kajian tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan 

perspektif hukum Islam agar diperoleh pemahaman yang lebih luas 

mengenai upaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan 

kemaslahatan masyarakat dalam bidang pertanahan. 
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